
BUPATI KETAPANG 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 

NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 
TAHUN 2010 TENT ANG UNIT LA YANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 

PADA SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN KETAPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KETAP ANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk lebih meninglatkan Efisier. dan Erektif pelayanan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Kabupaten 
Ketapang, perlu diadakan Pe:ubahan susunan keanggotaan tim LPSE 
Kabupaten Ketapang sesua hak akses yang dimilikinya; 

b. bahwa sehubungan adanya perubahan personil pengelola Unit 
Layanan Pengadaan Secara Eektronik pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Ketapang, maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 18 
Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
pada Sekretariat Daerah Kbupaten Ketapang sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 perlu 
dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan hurufb, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- 
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik. 
Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang -- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informatika dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

< Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846 ); 



• 

Menetapkan 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok - Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tabun 2012 tentang Perubalm Kedua 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2u LO tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan 
Strategi Nasiona' Pengembangan e-Governent; 

9. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan 
dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 
Tahun 2006 tentang · Pedoman Pengelolaan Keuungan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Thun 2007; 

I I. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah; 

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik; ' 

I 3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 
2); 

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12); 

15. ?eraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Kuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ketapang Tahun 2009 Nomor 2). 

l6. Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2010 tentang Unit Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Ketapang. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2010 
TENTANG UNIT LA YANAN PENGADAAN SECARA 
ELEKTRONIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 
KETAPANG. 

PASALI 

Beberapa ketentuan dalam Per,aturan Bupati Nomor 18 Tahun 20 IO ten tang Unit Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang ( Berita Daerah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2010 Nomor 18 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Nomor 5 Tahun 2011 (Berita Dacrah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 5) diubah 
sebagai berikut : 

I. Ketentuan Pasal I 3 huruf b diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13 

Bidang Registrasi dan Verifikasi dibagi menjadi 2 (dua) Bagian yaitu : 
a. Verifikator, mempunyai tugas : 

I. Menangani proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE; 



2. Melakukan verifikesi seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh 
penyedia barang/jasa sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE; 

3. Menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran pengguna Unit LPSF atau 
penyedia barang/jasa berdasarkan hasil verifikasi; 

4. Menyampaikan persetujuan hasil verifikasi dokumen pendaftaran penyedia 
barang/jasa kepada administrator untuk mendapatkan user id dan password, dan 
kenmrlian disampaikan kepada penyedia barang/jasa bersangkutan; 

5. Menyampaikan penolakan berdasarkan hasil venfikasi dokumen pendaftaran kepada 
penyedia barang/jasa dan sckaligus menyampaikan informasi kepada yang 
bersangkutan tentang kesalahan dan kekurangan informasi/dokumen; 

6. Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan 
dokumen yang dipersyaratkan; dan 

7. Mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa. 

b. Admin Agency, mempunyai tugas: 
I. Memberikan identitas pengguna (user id) dan password kepada penyedia barang/jasa 

setelah adanya persetujuan pandaftaran oleh petugas verifikator, dan kepada panitia 
pengadaan barang/jasa, serta pejabat pembuat komitmen di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ketapang; 

2. Mengisi data satuan kerja di SKPD bersangkutan dan SKPD lainya apa\:iia dipaudang 
perlu dan dibutuhkan; 

3. Mengisi data pegawai yang bertugas sebagai PPK dan Panitia sesuai SK (Surat 
Keputusan) dari Pejabat di SKPD bersangkutan dan SKPD lainnya apabila 
diperlukan; 

4. Mengisi data anggota kepanitiaan yang akan bcrtanggungjawab pada paket tertentu; 
5. Membuat User Id dan Password Admin RTJP, dan membuat Sub Agency (ika 

dibutuhkan); 
6. Melaksanakan tugas lain sesuai penugasan dan kewenangan atasan dalam SPSE. 

2. Lampiran Peraturan Bupati nj diubah, scbagaimana tercantum dalam lampiran. 

PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 29 Januari 2013 

BUPATI KETAPANG, 

ttd 

HENRIK US 
Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 29 Januari 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG, 

ttd 

ANDI DJAMIRUDDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR 3 

8sek 

i dengan aslinya 
UKUM 

8KAUP ATEN KETAPANG 
f 4 

o. K 
f l ss 

@rs. 5o.» 
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LAMPIRAN PERATURANBUPATIKETAPANG 
NOMOR 3 Tahun 2013 
TANGGAL : 29 Januari 2013 

SUSUNAN ORGANISASI UNIT LA YANAN PENGADAAN 
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK 

UPATI KETAPANG, 

ttd 

· HENRIKUS Salinan sesuai dengan aslinya 

PEMBINA 
Bupati Ketapang 

Wakil Bupati 

PENGARAH 
1. Sekretaris Daerah Ketapang 
2. Asisten Pemerintahan 
3. Asisten Administrasi Umum 

I 
PENANGGUNG JAWA8 

Asisten Ekbang dan Kesra 
I 

KEPALA 

' ' Kepala Bagian Pembangunan 

I 

SEKRETARIS 

Rajuli, S.Sos, M.Si (Subbag 
Pulahta Bag.Pemb) 

r 7 I I 
BIDANG BIDANG LAY ANAN BIDANG PELATIHAN DAN - ADMINISTRASI BIDANG REGISTRASI -- 

PENGGUNA SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DAN VERIFIKASI 
(Administrator) (Helpdesk) (Trainer) 

1. Rajuli, S.Sos,M.Si I. Rudy, S.Sos,M.Si 
- Adm#n PPE Verifikntor 2. MF. Yulinnsyah, ST 2. Rnjuli, S.Sos,M.Si 

Rudy, S. Sos.,M.Si I. Maryanto, S.Sos.,MM 3. Yudi Arya tha, ST,MT 3. Gst.Mushamarsyah,SP.M.Si 
� 2. Agus Tarmiji, S.Sos 4. Gst. Musbamarysah, SP,M.Si 4, Sud'.rman Sinaga, S.KM,M.Kcs 

'--- Admin Sistem 3. Mila Novita, S.Kom 5. M. Rasyid Redha, S.AP 5. Yudi Aryantha, ST,MT 
MF. Yuliansyah, ST 

4. Andy M.Erfndy,SE 
6. Vitalis A lpa Edyson, ST 6. Asnurrasyid, A. Md 5. Sherlin, SE 

6. Ida Nuryani, SE 7. Rini Ksnita 7. M. Rasyid Redha, S.AP 

Admin Agency 

I. Gst. Mushamarsyah,SP.MSi 
2. Asnurrasyid, A. Md 
3. Indra Budiyanto, S.Sos l 
4. Rini Kusnita 
5. Epi Karnadi, S.ST 

SEKRETA 
M 
NKETAPANG 

fH 


